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PENGANTAR REDAKSI 

 

Urgensi pengarusutamaan kebijakan kependudukan harus segera menjadi 

perhatian semua lembaga. Hal ini terkait dengan kompleksitas masalah yang dihadapi 

oleh bangsa Indonesia. Urgensi tersebut juga menjadi dasar dipilihnya tema 

kependudukan menjadi isu utama pada edisi ini, khususnya tentang gender dan 

migrasi. 

Artikel pertama dari Pradita Debby Mutiara mendiskusikan mengenai 

pentingnya responsivitas gender dalam proses pemberdayaan. Manfaat yang besar 

dapat diperoleh bila stakeholder memiliki perhatian besar dan komitment untuk 

memberdayaakan. Hal ini nantinya memiliki peran yang besar apabila perempuan 

dapat lebih mandiri dan menyadari bahwa mereka memiliki potensi seperti yang 

ditulis oleh Zulianti. Paguyuban wanita memiliki sumbangsih besar bila dimanfaatkan 

dalam kegiatan ekonomi. 

Selain reposisi wanita, masalah besar juga terjadi pada kasus pernikahan dini 

seperti artikel Muhammad Arif Fahruddin Alfana dan Beti Nur Hayati. Kasus 

pernikahan dini bukan hanya menjadi masalah moral karena biasanya terjadi 

kehamilan di luar pernikahan, namun memiliki dampak tidak hanya pada pelaku 

namun anak hasil pernikahan tersebut. Perlu beberapa usaha yang harus dilakukan 

oleh berbagai pihak. Sumitro S. Syawal dan Suleman Samuda membahas urgensi 

tersebut melalui teori collavoratuve governance. Tata kola pemerintahan yang 

kolaboratif diharapkan dapat dengan cepat menyelesaikan berbagai masalah dengan 

lebih komprehensif. 

Iqbal Bachtiar Guntara dan Lena Satlita dalam artikelnya mendiskusikan 

pentingnya perlindungan TKI. Hal ini penting mengingat TKI sering mendapatkan 

banyak masalah selama bekerja di luar negeri. Lebih lanjut, Tissa Silvia dan Sugi 

Rahayu membahas lebih dalam perlunya pemberdayaan bagi buruh migran korban 

trafficking. Beberapa masalah tersebut sering juga proses penyelesaiannya dilakukan 

oleh masyarakat melalui LSM atau lembaga nirlaba. 

Tulisan-tulisan dalam jurnal ini menyodorkan bukti empiris dan diskusi yang 

mendalam dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam tema gender 

dan migrasi. Perlu disadari bahwa jurnal ini juga mampu menawarkan perspektif 

yang berbeda dalam mengkaji praktik-praktik administrasi negara di Indonesia. 

Selamat membaca! 

 

Yogyakarta, Desember 2017 
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